Pertemuan 2

LOKUS DAN FOKUS PROSES LEGISLATIF

· Lokus, yaitu tempat
· Lokus kita mempelajari proses legislative yaitu DPR/DPRD
· Fokus, yaitu objek kajian/pokok bahasan
· Fokus kita mempelajari proses legislatif yaitu proses dan teknik perundangan.
· Melihat perkembangannya, proleg berasal dari ilmu pengetahuan perundang-undangan oleh seorang ahli yaitu Burkhard Krems didefinisikan sebagai suatu disiplin ilmu yang interdisiplin tentang pembuatan peraturan Negara. Pendapat ini didukung oleh Weiner Malhofer dan Peter Nall.
· Interdisipliner yaitu saling berkaitan dengan ilmu-ilmu lain (ilmu hukum, ilmu sosial)
· Ilmu pengetahuan perundang-undangan menurut ketiga ahli ini merupakan bagian dari ilmu hukum yang bukan bersifat dokmatis, tetapi ilmu hukumnya dalam arti luas. Kita tetap mempelajari proleg ini karena termasuk interdisiplin dan di dalam suatu peraturan perundang-undangan tidak bias terlepas dari aspek-aspek politis (kekuasaan), hubungan antar lembaga.
· Burkhard Krems membagi ilmu pengetahuan perundang-undangan menjadi:
1) Teori perundang-undangan
Yaitu bersifat kognitif, artinya berusaha mencari kejelasan dari makna atau pengertian-pengertian.
2) Ilmu perundang-undangan
Yaitu bersifat normatif, artinya membahas tentang proses pembuatan peraturn Negara.
· Ilmu Perundang-undangan dibagi menjadi 3 sub bagian, yaitu :
1) Proses perundang-undangan
2) Metode perundang-undangan
3) Teknik perundang-undangan
· Weiner Malhofer, membagi ilmu pengetahuan perundang-undangan menjadi :
1) penelitian kenyataan hokum, yaitu membahas tentang uu, pembentuk uu dan pembentukan uu.

2) Ilmu perundang-undangan, yaitu bagian dari ilmu politik hokum yang didasarkan pada pengalaman hokum serta merupakan petunjuk dalam pembentukan hokum.
· Ilmu perundang-undangan dibagi menjadi :
1) Teknik perundang-undangan, yaitu strukturnya.
2) Metode perundang-undangan, yaitu cara kerjanya.
3) Analitik perundang-undangan, yaitu maknanya.
4) Taktik perundang-undangan, yaitu ragam bahasanya atau strategi.
· Dalam proses perundang-undangan ada tahap-tahap atau tingkatan-tingkatannya, yaitu :
1) Persiapan, membuat RUU (Naskah akademik)
2) Penetapan, yaitu ketika peraturan itu sudah disyahkan.
3) Pelaksanaan, yaitu ketika peraturan itu sudah dilaksanakan.
4) Evaluasi, yaitu peninjauan kembali
· Metode perundang-undangan, yaitu berbicara tentang isi dari suatu peraturan bagaimana isi itu dapat mencapai tujuannya (substansi). Isi ini dipelajari oleh ilmu hokum yang disebut legal drafting (ketentuan pembuatan)
· Teknik perundang-undangan berbicara tentang:
1) Bentuk luar
· Masalah penamaan suatu perundang-undangan
· Pembukaan/pendahuluan (pengertian umum)
· Batang tubuh
· Penutup 
2) Bentuk dalam
· Sistematika peraturan, yaitu urutan bagian, bab, pasal dan ayat.
· Definisi, yaitu suatu peristilahan
3) Ragam bahasa, ungkapan. 
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